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ABSTRAK 

 

Achmad Sahuri : 200211040089. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal 

Melalui Pengadilan Agama (Perspektif Masyarakat Di Kabupaten 

Bandung). Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan 

Pembimbing (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.MA.Hk. Tesis, pada Program 

Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 

2024. 

 

Kata Kunci :  Penyelesaian Sengketa, Produk Halal, Pengadilan Agama 

 

Sengketa produk halal merupakan kewenangan Pengadilan Agama 

berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 karena merupakan 

bagian dari kegiatan ekonomi syariah dan dikategorikan sebagai perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Namun demikian 

ternyata masyarakat tampak enggan menyelesaikan sengketa produk halal melalui 

Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal, apakah Pengadilan 

Agama efektif atau justru tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal. Untuk 

meneliti hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian berkenaan efektivitas 

penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif 

masyarakat di salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak yaitu 

Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang mewilayahi Kabupaten Bandung 

dengan jumlah perkara 8700 perkara setiap tahunnya. Selanjutnya penelitian ini 

mengangkat tema efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui 

Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal dalam perspektif 

masyarakat Kabupaten Bandung, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama serta solusi 

terhadap tidak efektifnya penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan 

Agama. 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan antropologi 

hukum, di mana perilaku masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum diteliti dan 

dipelajari. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bandung karena Pengadilan 

Agama Soreang Kelas 1B sebagai Pengadilan Agama yang berwenang 

menyelesaikan sengketa perdata agama di Kabupaten Bandung merupakan salah 

satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini ialah masyarakat yang terdiri dari 

informan/narasumber pelaku usaha, informan/narasumber masyarakat umum, dan 

informan/narasumber Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. Sedangkan 
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objek penelitiannya ialah efektivitas penyelesaian sengketa produk halal. Sumber 

data yang digunakan ialah sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh 

dari hasil wawancara narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi 

dokumenter. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teknik “analisis data mengalir” (Flow Chart Analysis). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perspektif masyarakat 

Kabupaten Bandung Pengadilan Agama belum cukup efektif menyelesaikan 

sengketa produk halal. Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B tidak efektif 

menyelesaikan sengketa produk halal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor 

peraturan perundang-undangan, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan 

faktor budaya. Terdapat beberapa solusi yang ditawarkan agar Pengadilan Agama 

lebih efektif menyelesaikan sengketa produk halal di antaranya dengan 

mengeluarkan pengaturan proses penyelesaian sengketa produk halal dari rezim 

hukum perlindungan konsumen, mempertegas kewenangan Pengadilan Agama 

terkait penyelesaian sengketa jaminan produk halal, memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada Hakim Pengadilan Agama untuk mengikuti sertifikasi 

Hakim Ekonomi Syariah, memberikan kebebasan (judicial activism) kepada Hakim 

untuk mengadili tidak sesuainya akad dengan prinsip-prinsip Syariah, 

meningkatkan kapasitas petugas pelayanan Pengadilan Agama, mengintensifkan 

sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait produk halal, kebijakan produk halal dan 

penyelesaian sengketa produk halal, dan mengintensifkan penyelesaian sengketa 

melalui alternatif penyelesaian sengketa.  
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sampai berakhirnya penulisan tesis ini. Sehingga sudah sepantasnya, Penulis 
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7. Ibunda tercinta, Kurniyati yang tidak lelah memberikan doa kepada penulis 

dan almarhum Ayahanda yang menjadi inspirasi dalam menempuh 

pendidikan. 

8. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini 

memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis hingga dapat 

menyelesaikan studi magister ini, 

9. Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang telah memberikan izin 

untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 

 Th :   ط A 16 :    ا 1

 Zh :   ظ B 17 :  ب 2

 ‘ :   ع T 18 :  ت 3

 Gh :   غ Ts 19 :  ث 4

 F :  ف J 20 :   ج 5

 Q :   ق H 21 :   ح 6

 K :   ك Kh 22 :   خ 7

 L :    ل D 23 :    د 8

 M :     م Dz 24 :    ذ 9

 N :    ن R 25 :    ر 10

 W :     و Z 26 :    ز 11

 H :     ه S 27 :   س 12

 ‘ :     ء Sy 28 :   ش 13

 Y :    ي Sh 29 :  ص 14

   Dh :  ض 15

 

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki 

ketentuan alih aksara sebagai berikut.: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

  َ  A Fathah 

  َ  I Kasrah 

  َ  U Dhammah 

 

Kata sandang: Contoh: ( لالر ِّجَا  ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (  ْ ي نْاوَْالدِّ   ) al-dîwân bukan 

ad-dîwân. 

Syiddah: Misalnya, kata (  ْرةَْوْ الضَّر  ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan 

aldharûrah, demikian seterusnya. 
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Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

ي  َ  Ai a dan i 

و   َ  Au a dan u 

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Â a dengan topi di atas ب ا

 Î i dengan topi di atas ب ى

 Û u dengan topi di atas ب و 

 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

dialihaksarakan menjadi huruf /i/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf 

kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân. 

 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda (   َ  ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan 

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak 

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang 

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (  ْرةَْوْ الضَّر  ) tidak ditulis adh-

dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya. 

 

5. Ta Marbûthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang 

berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 
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1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh 

kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti 

kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat 

contoh 3). 

No Kata Arab Alih Aksara 

قَةطرَِّي ْ  1  Tharîqah 

مِّيَّةْس لَْل ِّْامِّعَةال َْا 2  Al-Jâmî’ah al-Islâmiyyah 

دَةاال و ج و دْوَْ 3 ح   Wahdah al-Wujûd 

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara 

ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku 

dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, 

huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-

Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain 

dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat 

diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring 

(italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan 

cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari 

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal 

dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad 

al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 
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7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis 

secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat 

dalam Bahasa Arab. 

Aksara Arab Alih Aksara 

ْ ْذَهَبَْ تَاذْ ال  س   dzahaba al-ustâdzu 

رْ  َج   tsabata al-ajru ثَ بَتَْال 

ركََةاال عَص رِّيَّةْال َْ  al-harakah al-‘ashriyyah 

هَدْ  ْأَْْأَش  االلهْإِّلَّْإِّلهَْْلَْن   asyhadu an lâ ilâha illa Allâh 

الصَّالِّحْْمَلِّكْمَو لَنَْ  mawlânâ Malik al-Shâlih 

 yu’tsirukum Allâh ي  ؤ ثِّر ك م ْاْلل

 al-mazhâhir al-‘aqliyyah ال مَظاَهِّراال عَق لِّيَّة

بُّ الْ   سْت طْلا ع ح   hub al-istithlâ’ 

ن ْ ْال مَادَّة يَوَانْال مَص  و عَةْمِّنَْال   al-mâddah al-mashnû’ah min al-

hayawân 

 tharf al-‘ayni ط رْف  الْع يْن  

ة  س اه م   al-musâhamah الْم 

قًاْطرَِّي ْ ْسَلَكَْْمَنْ   man salaka tharîqan 
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